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Satya Pratam:
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NAMASOP Penanganan Sengketa Informasi Publik =
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. UUNomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publix 1. Pendidikan minimal SLTA, maksimal 51
2. UUNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Memiliki pengetahuan mengenai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikdan turunannya
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 3. Jabatan fungsional umum/Jabatan fungsional tertentu Arsiparis, Pranata Humas, Pranata Kemputer
4, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Badan Kepegawaian Negara 4, Mempunyai keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mampu berkomunikasi dengan baik
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 32 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pememntahan
# Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
7 Peraturan Kepala BKN Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional (SOP) Kerja BKN
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2012 tentang PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi

JKE’IIRKAITAN;

PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan Informasi Publik yang Dapat Langsung Diberikan (Melaului email PPID) 1. Kemputer/PC/Laptop 5. Jaringan Internet
2. SOP Petugas Desk Layanan Informasi Publik 2. Printer 6. Daftar Informasi Publik
3. SOP Penyediaan dan Pengunggahan Informasi Publik pada Portal PPID 3. Mesin Scanner 7. Bahan Informasi
4. SOP Uji Konsekuensi IP dan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan 4. Mesin Fotocopi
TAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan pelayanan informasi tersebut tidak akan mencapai sasaran
1. Semua informasi publik yang dipublikasikan di portal PPID wajib disediakan dalam bentuk tercetak (hardcopy) dan terkam (softcopy)
2. Desk layanan wajib menyerahkan informasi publik baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik seperti buku, booklet, leaflet, jumal, majalah dan brosur
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